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BAB1

PENDAHULUAN

L  Latar Belakang Masalah dan Perumusannya

Perkembangan ekononi pembangunan di era globalisasi ini dengan jelas
dapat memaparkan bahwa perkembangan dunia usaha yang makin pesat
membawa konsekuensi bahwa fungsi bank merupakan katalisator positif terutama
dalam mengakomulasi modal-modal dibutuhkan bagi pembiayaan pembangunan
itm sendiri. Bank-bank melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan
menyalurkan kembali kepada masyarakat usaha untuk ditanamkan dalam berbagai
jenis usaha yang memiliki prospek baik.! Bank sebagai salah satu Lembaga
keuangan yang paling strategis perannya dalam masyarakat, bertujuan untuk
menghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan, deposito, giro
atau lainnya dan menyalurkannya kembali dalam bentuk penyaluran kredit kepada
masyarakat baik itu kredit yang bersifat produktif dan konsumtif. Oleh karenanya
Bank juga dikatakan sebagai “Agent of frust” (agen kepercavaan pihak
pemerintah maupun pembangunan masyarakat) dan sebagai “Agent of
development” (agen pembangunan). Aktivitas pemberian pinjaman oleh Bank-
bank komersiil di Indonesia memiliki nilai yang positif terhadap pertumbuhan
ekonomi negara secara keseluruhannya. Ini akan lebih jelas terlihat bila dikaitkan
dengan proses pembangunan di Indonesia yang memberikan porsi besar kepada

pihak swasta untuk ikut merealisasikan rencana pembangunan itu sendiri di

! Rafias Rax “4sas-asas Perkrediton ™, Jokarta, 1986, hal 1
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samping proyek dan dana yang berasal dari pemerintah sendiri. Apalagi bila
dihubungkan dengan konsep perbankan dalam pemberian kredit sindikasi para
pengusaha memerlukan modal tambahan dari luar, antara lain dari Lembaga-
lembaga pembiayaan baik Bank maupun bukan Bank. Semakin besar usaha yang
akan dibangun semakin besar pula modal yang akan diperiukan. Modal yang
dibutuhkan ini sudah tentu tidak selurubnya berasal dari pemerintah sendiri, akan
tetapi scbagian besar seharusnya diperoleh dari hasil penghimpunan dana
masyarakat sendiri melatui aktivitas perbankan Indonesia. Kredit sindikasi sebagai
bentuk kredit yang relatif banyak disalurkan untuk membiayai mega proyek milik
penguasa dan pejabat-pejabat masa orde baru karena mega proyek yang akan
dibangun tersebut tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit (relatif sangat
besar) dan melalui kredit sindikasi bank-bank tetap dapat menyalurkan kreditnya
tanpa harus melanggar ketentvan pemerintah mengenai Batas Maksimum
Pemberian Kredit (BMPK). Sesuai dengan yang dikatakan oleh Stanley Hurn
dalam bukunya bahwa “Syndicated Lending is a technique Speending the risk
Involved in Lending...” of (kredit sindikasi merupakan tekhnik penyebaran resiko
yang terdapat dalam pinjaman)’ Sebut saja sejumlah perbankan nasional
membentuk sebuah forum sindikasi kvedit perbankan. Forum sindikasi yang
memiliki misi uotuk meningkatkan pembiayaan sindikasi secara hati-hati
(prodent) dan profesional untuk mendukung pembangunan nasional. Pembentukan
forum sindikasi ini diprakarsai oleh bank BNI yang sekaligus ketua forum

sejumlah bank yang menandatangani kesepakatan tersebut adalah BNI, Bank

? Stanley Horn, Spdicated Loan : A Hendbook for Banter and Borrowe, Woodhead Faukiner, England,
1990,h.2
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Mandiri, BCA, BRI, Bank Danamon, Bank Niaga, Bank Permata, Bank Lippo,
BII, Bank Mega, Bank Bumi Putera, Bank Panin dan Bank Bukopin. Sesuai
dengan yang dikatakan direktur utama BNI Sigit Pramono, tujuan utama pendirian
forum sindikasi ini adalah mengorganisasi Bank-bank yang kompeten dalam
pembiayaan sindikasi, scbagai data base Bank-bank sindikasi dan pusat informasi
tentang proyek-proyek potensial yang layak disindikasi. Untuk memberikan
manfaat bagi anggota-anggotanya. Forum ini akan menyediakan informasi bagi
Bank-bank anggota berkaitan dengan pemberian kredit secara sindikasi, debitor
atau proyek-proyek sindikasi dan bekerja sama dengan organisasi lainnya yang
memberikan mutual benefits guna meningkatkan kredit sindikasi. Kredit sindikasi
merupakan alternatif pembiayaan oleh Bank yang memiliki kelebihan dapat
menekan resiko kredit karena analisis dilakukan oleh beberapa Bank sehingga
akan diperoleh hasil analisis yang lebih akurat. Dengan menggunakan pola
sindikasi perbankan memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan fasilitas kredit
yang lebik besar dengan tetap memperhatikan ketentuan batas maksimum fee
based income. pemberian kredit (BMPK) dan sekaligus meningkatkan fee
Berbeda dengan Bank-bank di negara yang sudah maju laporan keuangan
menunjukkan komponen pendapatan bunga dibanding dengan pendapatan jasa-
jasa perbankan laiinnya sudah cukup berimbang. Kredit sindikasi memiliki visi
untuk menjadikan pembiayaan secara sindikasi sebagai produk unggulan
perbankan yang mendukung suksesnya pembangunan nasional sesuai dengan
yang dikatakan oleh Stanley Hurn. Perjanjian Kredit sindikasi pada prinsipnya

hampir sama dengan kredit biasa atau pinjam-meminjam, sebelumnya harus
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dipahami dulu perbedaan antara sindikasi kredit (credit syndication) dan kredit
sindikasi (syndicated loan). Perjanjian kred:t melﬁpalcan perjanjian pinjam-
meminjam dengan syarat kimsus, sedangkan sindikasi kredit merupaken peserta
atau anggota dari pemberi kredit dan yang dlbenmk dengan tujuan untuk
- memberikan kredit kepada suatu perusshaan yang memerlukan kredit wntk
ﬁlmlbiayai suatu proyek. Perbedaan pokok pada perjanjian kredit sindikasi
dengan syarat khusus terletak pada jumlah krediturnya. Dimama jumlah
krediturnya lebih dari 1 (satu), yang masing-masing berpotensi sebagai arranger,
vaitu pihak yang memiliki modal, lead manager, yaitu pihak yang mengatur
pengelolaan pemberiat_i pinjaman dan agent, .pihak yang berhubungan langsung
dengan debitor, Pada perjanjian kredit sindikasi jikalau pembeli kredit terdiri dari -
1 (satu) bank masing-masing membuat perjanjian kredit sindikasi dengan pihak
debitor, maka sulit untuk memastikan bahwa masing-masing bank akan
memperoleh kedudukan dan perlakuan yang sama dalam berhadapan dengan
debitor. Sehingga keadaan tersebut bisa merugikan kedudukan kreditor / bank
tertentu. Nanum kekuatiran tersebut tidak perlu ada, manakala perjanjian kredit di
antara debitor dengan beberapa bank / kreditor tersebut dibuat dalam bentuk kredit
sindikasi man beberapa perjanjian kredit yang seharusnya dibuat dengan masing- - |
masing bank / kreditor disatukan dalam satu perjanjian kredit sindikasi,
Perjanjian Kredit Sindikasi dikenal dengan sebagai Y‘uzld Pmt_ecﬁon.
Pencannmmn kiausula Yield Protection merupakan bhal yang lazim dalam
perjanjian kredit sindikasi yang berasal dari system hukum Anglo Saxon,
klausula-klausula ¥ield Protection d_alam perjanjian kredit sindikasi meltputi :
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a.  Substitution Basis of Bomwing/unavaﬁabihry of funds, maksudnya adanya
nep:omam!pemadwalau ulang pinjaman pokok yang waub dllakukan oleh | |
: debitor.
b.  Taxes, maksudnya pihak debitor dibebani kewajiban untuk mémbayar
- pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan adanya pemberian pinjaman,
Increased cost, bahwa pihak debitor dibebani kewajiban uutuk membayar
o : _. : : _ . _
.  lllegality, babwa pihak debitor bertanggung jawab terhadap kerugian yang
. timbul akibat perbuatan melawan hukum yang tegads sehubungan dengan
| pembenan pinjaman.
d.  Adversity Poepayment, kewajiban debitor untuk membayar terlebih dahulu
pinjaman yarg SlaiMitegima, |
¢. Funding Losses, debitor akan kehilangan dana apabila dana yang
' scharusnya ditarik belum ditarik. © ~ 4
f. Inrenmnonal Transaction, perjanjian antara kredltur dengan debitur
| dilakukan dengamransakm Internasional.
g.  Dollar Transaction, pembayaran pengembalian pinjaman dilakukan dengan
| bt:l.‘u.’tukmataaluangdollm‘3 | |
Dalam perjanjian kredit ﬂndtkam klaumﬂa—klausula Y:eld Protection dapat
dicantumkan seluruhnya atau sebagian saja, misalnya 3 atau 4 klausula saja,
karena dengan klusula yang terbatas saja sudah akan mencakup kese}mlhan dari

* perjanjian peminjaman. Klausula-kiausula Field Protection dalam perjanjian

- ¥ Teguh Pudjo Muljono, Mangjenten Perkreditan Ragi Bank Komersil, Edist 1T, BPEE, Iagyakﬂmn, 1990,
hal.37 _
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kredit sindikasi ada yang berlaku sejak berlakunya perjanjian dan ada pula yang
berlaku setelah terjadinya peristiwa tertentu. Kredit sindikasi melibatkan lebih
dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi, bahwa kredit
sindikasi diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama
bagi masing-masing peserta sindikasi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk hanya
ada satu pinjaman kredit antara nasabah dan semua peserta sindikasi, hanya ada
satu dokumentasi kredit yang menjadi pegangan bagi semua peserta sindikasi
secara bersama-sama di administrasikan oleh satu agent yang sama bagi semua
peserta sindikasi.

Dengan demikian dari unsur kredit sindikasi tersebut diatas harus ada
serangkaian fasilitas bilateral (dua pihak) yang sama tetapi mandiri antara masing-
masing peserta dengan nasabah, sepanjang vang menyangkut jumlah peserta
Syndicated Loan dibagi dalam dua jenis, yaitu club loan dan consortium linding.
Ciub loan adalah kredit yang diberikan oleh beberapa bank saja. Clab loan
biasanya jumlah kredit yang diberikan oleh bank-bank anggota club banks ita
sama besarnya, sekalipun tidak selalu harus demikian. Apabila jumiah kredit
sedemikian besarnya, sehingga tidak mungkin diberikan dalam bentuk suatu club
transaction atau club deal, maka perlu kredit itu diberikan oleh lebih banyak bank
(Concortium Lending). Dengan memakai prinsip “Pari Pasu” dimana bank dan
masing-masing membuat perjanjian kredit tersendiri dengan pihak debitor, maka
sulit untuk memastikan bahwa masing-masing bank akan memperoieh kedudukan
dan perlakuan yang sama dalam berhadapan dengan debitor, sehingga keadaan

terscbut bisa merugikan kedudukan kreditor / bank tertentu. Namun manakala
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perjanjian kredit diantara debitor dengan beberapa bank / kreditor tersebut dibuat
~ dalam bentuk smd:kasx atau perjanjian kredlt sindikasi, dengan perjanjian kredit
mana béberapa perjanjian kredit yang seharusnya dibuat dengan masing-masing
bank / kreditor disatukan dalam satu perjanjian kredit sindikasi, sehingga dengan
demikian “pada dasarnya” berlaku persyaratan kredit yang sama dalam hal ini,
tidak boleh diartikan, bahwa masing-masing Bank / kreditor tersebut harus
mengambil porsi kredit sindikasi yang sama dan bahwa terhadap tersedianya
jumlah porsi kredit sindikasi yang disanggupinya, masing-masing bank adalah |
bertanggung jawab sendiri-sendiri, sehingga seandainya salah satu Bank tidak -
dapat atan gagal dalam menyediakan jumlah porsi kredit yang telah
disanggupinya dan disepakati, maka kegagalan tersebut tidak dapat diputkan
kepada bank peserta sindikasi lainnya dan sebaliknya kegagalan dari satu bank
tersebut tidak dapat dipakai sehingga alasan oleh debitur untuk tidak memenuhi
kewajibannya terhadap bank peserta sindikasi lainnya. Demikian pula dengan
tingkat suku bunga adanya persyaratan kredit “yang pada dasamya sama” tersebut
tidak berarti, bahwa tingkat suku bunga dari masing-masing bank tidak boleh
Tingkat suku bunga yang dapat ditawarkan oleh masing-masing bank

| peserta sindikasi tentunya tergantung dari sumber mana fasilitas kredit yang akan -
diberikan itu dibiayai sehingga masing-masing bank bisa mempunyai dana yang
~ berbeda. Namun mengingat. adanya persyaratan kredit yang “pade dasernya
sama”, Maka. di datam hal terdapat perbedaan suka bunga masing-masing bank
peserta sindikasi tersebut, maka harus dihitung tingkat suku bunga rata-rata

T -
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tertimbang (weighted everage interst rate) sehingga atas jumiah fasilitas kredit
sindikasi tersebut akan diperlukan 1 (satu) tingkat suku bunga saja, vaitu vang
dihitung berdasarkan tingkat suka bunga réta—rata terhubung “weighted everage

" interst rate”. Selanjutnya pembayaran bunga yang diterima dari debitur akan
dibagikan kepada masing-masing kreditur mulai dengan suku bunga dari masing-

| masing .bank yang. telah dijadikan datam pedﬁumgm suku bunga rata—fata
© tertimbang tersebut, karena jumlah fasilitas kredit yang diberikan oleh masing-
masing bank mlsalkanberbeda, mengakibatkan jumlah pembayaran hutang yang
dibayarkan kepada masing-masing bank akan berbeda pula. Walaupun terdapat
perbedaan dalam jumiah pembayaran hutang yang diterima tersebut, namun tidak
berarti terdapat perbedaan perlakuan terhadap masing-masing bank dalam hal ini,
oleh karena masing-masing telah mendapatkan pembayaran “cicilan” piutangnya
sesuai dengah perhmbangan jumlah tagihan masing-masing yang sah. Sistem
“Pro rata”. Sejauh jumlah yang dibayar (kembali) kepada masing-masing bank
adalah berdasarkan satu persentasi (%) yang sama dari jumlah porsi sindikasi
yang dia:ﬁbil mésing-masing bank. Perlakuaﬁ yaﬁg tidak mengakui diskriminasi
tersebut, sesungguhnya ditolak pada flasi kredit sindikasi, bahwa semua bank
pesertasindikasimempunyaikedudukanhukumyangsamadansederajatbaik
diantara para bank peserta sindikasi maupun berlainan dengan tagihan piutang |

yang dimiliki masing-masing bank peserta sindikasi terhadap debitur keadaan

yang disebut diatas dikenal dengan prinsip “Pari Pasw”. Agar pembayaran kepada

para peserta sindikasi maka “Pari Pasu” tersebut dapat terlaksana diperlukan pula .

adanya “Agen fasilitas” yang mempunyai tugas untuk menerima pembayaran dan

_T'esis' ) R "Hak Tanggungan Sebagai Pc_a'nop'an'g Perjanjian Kredit Sindikasi . Diah Pusparini '
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melaksanakan pembagian dari pembayaran yang telah diterima kepada masing-
 masing bauk tanpa diskriminasi semata-mata sesuai dengan pertimbangan jumlah
tagihan masing-masing yang ada terhadap jumlah pembayaran tersebut, serta agen
fasilitas bertugas pula mengadministrasikan pembayaran tersebut.*
Sesuai dengan latar belaking scbagaimana tersebut diatas, permsalahan
g ki dibalas . | o o
Y Bagaimanakah hubungan hukum para pihsk dalam perjanjian kredit
2 B.agaimanakah kedudukan agunan yang dibebani dengan hak

tanggungan apabila debitor dalam kredit sindikasi wanprestasi ?

2.  Tujuan dan Manfaat Penelitian
L Tujuan N | _
- 8. Mengkaji kewenangan para kreditur peserta penyajian kredit B
sindikasi (partisipan) da.lam hubumgannya dengan pgrmohonan.

Pemberian hak tanggungan manakala debitor wanprestasi, |

mengingat salah satu karakteristik, kredit sindikasi selalu melibatkan .

lebih dari duakreditur dalam satu fasilitas kredit bahkan dalam
praktek hampir selalu dalam bentuk konsorsium bank sedangkan
sebagian besar bank-bank yang terlibat dalam kredit sindikasi juga
memiliki tugas dan peran yang berbeda dalam peran pembentukan

maupun pelaksanaan kredit sindikasi.

4 A. Partomuan Pohan, Pembina hak tanggungan dalam rangka kredit sindikasi, Surabaya,
2003 kal.7 '
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b. Menganalisa konsekwensi hubungan para pihak terhadap hak

tanggungan dalam suatu kredit sindikasi manakala terjadi
wanprestasi pada umumnya suatu perjanjian kredit sebagai
perjanjian pokok-pokok akan diikuti dengan perjanjian-perjanjian
ikutan (accesoir). Hakikat jaminan hak tanggungan merupakan
Scond Way Out atau sumber pelunasan alternatif dari suatu
perikatan. Serta perundangan hukum bagi debitor dalam perjanjian

kredit sindikasi.

2. Manfaat
a. Memberikan pemahaman di dalam mencari pemecahan secara

praktis terhadap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan
ketentuan hak agunan yang terkait dengan kredit sindikasi meliputi

hak maupun tanggungan.

. Memberikan masukan atan sumbangan pemikiran bagi

pengembangan.

3. Kajian Pustaka

Kajian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah kajian

terhadap peraturan perundang-undangan tentang perbankan terutama
dibidang perkreditan, tanggungan serta hukum jaminan, teratur termasuk
didalamnya buku-buku artikel dan makalah / tulisan hasil karya dari
penulis dalam dan luar negeri yang dipublikasikan dalam forum-forum
tertentu seperti seminar, lokakarya maupun melalm media internet,

media massa.
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Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwasannya bank-bank

- peserta kredit sindikasi (partisipan) akan menjalankan fungsi dan tugas

masing-masing dalam proses pembentukan inaupun pelaksanaan kinerja

. kredit sindikasi. Kredit sindikasi termasuk identik dengan bank untuk

dapat meﬁyebabkan resiko dalam pemberian kredit. Setelah perjanjian
kredit sindikasi terbentuk biasanya tidak cocok untuk kredit yang
jumlahnya kecil, dimana tidak ada alasan bagi suatu bank tersebut untuk -
tidak membiayai sendiri dari jumlah kredit yang kecil itu. Namun ada
keadaan-keadaan dimana suatu kredit sindikasi mencapai suatu jumiah
sedemikian apa besarnya sehingga dirasakan terlalu bagi bank tersebut
untuk dapat memikulnya sendiri. Apabila bank tersebut merasa bahwa

- resikonya terlalu besar bagi bank tersebut bila selﬁruh permintaan

- sesuatu nasabah tertentu dxplkul sendiri sekalipun mungkin dari segi
 legal Lending Limat atau batas maksimum pemberian kredit (BMPK)
dari bank tersebut belum terlamﬁaui (sebagaimana hal itn ditentuken

dalam Undang-undang No. 17 tahun 1992 tentang Perbankan dan DAK
FEB 1991). Makabankltuakauberusahaunmkmembenmksuatu
smdlkam untuk dapat membiayai nasabahnya itu.

~ Setelah perjanjian kredit sindikasi terbentuk biasanya bank-bank
devisa akan menunjuk salah satu bank untuk bertindak sebagai agen
menurut Ross Crasnton dalam bukunya Principles of Banking Law

suaty bank yang ditunjuk sebagai agen mempunyai tugas untuk

menjalankan fongsi-fungsi tata laksana atau administrasi perjanjian
kredit sindikasi fungsi-fungsi administrasi perjanjian kredit sindikasi
(Ministenal Function) yang dituangkan dalam perjanjian kredit sindikasi

Bl
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fungsi-fungsi administrasi seperti memegang jaminan, menerima dan

menyampaikan dokumen-dokumen yang merupakan syarat-syarat

- pendshuluan (Condition Precident), memungut bunga sesuai kredit
- sindikasi dan bertindak sebagai penyalur untuk pembayaran dan

pembayaran kembali (repayment) kredit.

Senada dengan pendapat suatu Sutan Remy Sjahdeini yang

" menyatakan bahwa agen bukan mewakili penerima kredit tetapi

mewakili bank-bank peserta kredit sindikasi dan bertanggung jawab
untuk menyelenggarakan administrasi pemakaian kredit selama jangka

* wakinnya. Kuasa yang diberikan oleh bank-bank penata kredit sindikasi

kepada agen melalui perjanjian penunjukan agen tidak dapat dicabut
tanpa adanya persetujuan dari agen tersebut. Kecuali seluruh peserta

sindikasi sepakat untuk mencantumkan “removal clause” suatu klausula
yangmemhenkankekuasaankepadapmpesenasmdlkas:mmk

menarik kembali kuasa yang telah diberikan kepada agen tanpa

persew_]uan agen’

Metode Peneiitian .
a. Penelitian Masalah | | o

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum dengan
menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan (Sfatute

Approach)

* Abdul Hakim Garnda Nusantara, Restrukturisasl dan kepailitan dalam kredit sindikasi, -
Lampiran Makalak IV-3 Rangkdian lokakarya terbatas hukum kepailitan dan Wawasan
Hukum o

- Tesis

Hak Tanggungan Sebagal Penopang PerJanjlan Kre tSmdlkaJ Qlarm&
VER! 11‘ e\
. N
S




Tesis

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Di bidang hukum perbankan, hukum kepailitan, hukum
perikatan, hukum perjanjian kredit, hukum jaminan serta peraturan lain
yang memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini.
Selain itu juga digunakan pendekatan terhadap kasus-kasus (Case

Approach) terkait denpan perjanjian kredit sindikasi.

b. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini diperlukan dua bahan hukum, yaitu bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah
bahan hukum vang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang
akan dibahas. Sebagai pelengkap bahan hukum primer, juga digunakan
bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan
bahan hukum dalam bentuk buku, artikel, makalah maupun laporan
penelitian dan seminar yang berkaitan dengan hubungan para pihak
dalam penyajian kredit sidikasi terhadap premi permohonan hak
tanggungan sebagai suatu jaminan dalam penyajian kredit discrtai
klausula-klausula yang menguntungkan kreditur,
¢. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Hukum

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan
dibidang hukum perbankan, hukiun penyajian kredit dan hukum jaminan
maupun bahan hukum sekunder diperoleh kepustakaan maupun
menggunakan media internet  tersebut  dikumpulkan  dengan
menggunakan metode inventarisasi, selanjutnya bahan hukum yang telah

diperoleh dan diolah tersebut kemudian di analisis menggunakan metode
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" inventarisasi. Selanjutnya bahan hukum tersebut di klasifikasikan dan

diolah secara sistematis bahan hukum yang telah diperoleh dan diolah
tersebut kemudian dianalisis mengguanakan metode normatif kualitatif
erkanlandasanlandasanhukumyangberlakutakmtdengan

3 peljanjlan kredlt smdnkam

S. Sistematika Penulisan

Bab1 mengﬁraikan secara singkat dan jelas latar belakang masalah
yang dimulai dari uraian tentang ekonomi pembangunan yang membawa
dampak pesat terhadap kalangan pebisnis—pebisnis handal dan pengusaha-
pengusaha melakukan kegiatan usaha lembaga keuangan dalam sindikasi
dengan segala implikasinya sehingga merebak menjadi hak agunan prodiktif

~ dan konsumtif baik dari ekonomi, perbankan, sosial politik. Uraian

ditanjutkan dengan penjclasan alasan mengapa dunia pelbankan kbususnya

' bank-bank yang hak agunannya dijaminkan dengan kredit sindikasi banyak

diminati oleh kalangan pengusaha khususnya Bank-bank pemerintah.

Lalu Bab II pembahasan diawali dengan uraian tentang penyaluran
kredit utama bank ditinjau dari berbagai dimensi seperti dimensi kegiatan
usaha, dimensi ckonomi, undang-undang perbankan, kemus hukum.
Pembahasan dilanjutkan dengan penjabaran unsur-unsur kredit menurut
undang-undang perbankan maupun menurut undang-undang Hak
Tanggungan No. 4 whun 1996, Uraian temtang sindikasi kredit dan kredit
sindikasi dengan bahasan tentang pihak-pihak yang terlibat di dalam kredit
sindikasi serta peran dan wewenang masing-masing pihak dalam Irons
Permohonan Hak Tanggungan, dokumen-dokumen yang diperlukan.
Pembahasan Bab 1 adalah diarabkan pada uraian untuk menjawab

4

Hak'TangQungén Sebagai Penopang Perjanjiéh'Kredi{_Sihdikasi " Diah Pusparini



Tesis

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

permasalahan bilamana para pihak mengaiami wanprestasi serta pihak yang
memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan jaminan hak
tanggungan.

Kemudian Bab IT1 tulisan ini dimulai dengan pembahasan mengenai
hakekat Hak Tanggungan yang didalamnya diuraikan periunya suatu Hak
Tangpungan dalam perjanjian kredit karena adanya resiko kredit, sangsi
jaminan-jaminan yang bersifat umum dan manfaat dari kredit sindikasi
terhadap nasabah. Pembahasan ini dilanjutkan dengan uapaya perundangan
hukum terhadap debitor meliputi kiausula-klausula vang menguntungkan
pasabanh dan peserta sindikasi. Seiain itu juga dibahas macam-macam
jaminan vaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan hak-hak yang
harus didapat untuk kreditur dari kedua jaminan tersebut. Pembahasan Bab
IT dan Bab III kedudukan agunan vang dibebani Hak Tanggungan manakala
debitur wanprestasi pembahasan Bab [l ini adalah untuk menjawab
permasalahan kedua tlisan ini yang Kkonsekwensi hukum terhadap
kedudukan agunan yang dibebani hak tanggungan apabila debitor
wanprestasi berdasarkan undang-undang hak tanggungan No. 4 tahun 1996.
Untuk lebth mendukung pembahasan pada Bab [1 maupun Bab 111 juga
dikaitkan pada kasus-kasus yang melibatkan dunia usaha-usaha khususnya
bank.

Akhirnya Bab IV sebagai penutup berisi kesimpulan dan saran.
Tulisan ini akan dicantumkan daftar peraturan perundang-undangan, daftar
bacaan, daftar makaiah (artikel) yang digunakan penulis sebagal reterensi

(acuan) dari tulisan mi.
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BAB 11

HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM KREDIT SINDIKASI

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok, atas suatu pelepasan kredit
dan atau Bank kepada nasabahnya, pertama-tama akan selalu dimulai dengan
permohonan oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila Bank menganggap
permohonan tersebut layak untuk diberikan, untuk dapat terlaksananya pelepasan
kredit tersebut, harus diadakan suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk
perjanjian kredit dan atau perjanjian pemberian Bank Garansi. Salah satu dasar
yang cukup jelas bagi Bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit
adalah dari bunyi pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang
Perbankan, disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan peraturan atau
kelayakan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain.

Dalam perjanjian kredit sindikasi pihak Bank berperan sebagai koordinator
dan mengelola kredit sindikasi atau dikenal dengan lead manager. Tanpa ada lead
manager maka tidak mungkin kredit sindikasi akan berlangsung dengan baik.

Menurut Sutan Remy Syahdeini perjanjian kredit dalam praktek Perbankan
di masyarakat terdiri dari dua Bank yaitu : '

1. Hubungan Hukum antar Bank yang Memberikan Kredit Sindikasi
Yang terjadi pada hubungan hukum antar Bank sebagai pihak kreditur
dengan pihak yang membutuhkan modal/dana sebagai debitur, yang
dituangkan dalam bentuk perjanjian disebut dengan perjanjian kredit (Bank)
sebagaimana pasal 1 ayat (12) dapat mempunyai beberapa maksud sebagai
berikut (Sutan Remy Syahdeini,) :

16
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a. Bahwa pembentuk Undang-Undang bermaksud untuk menegaskan

bahwa hubungan kredit Bank adalah hubungan kontraktual antara
bank dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam-meminjam.
Dengan demikian bagi hubungan kredit Bank berlaku buku Ketiga
(tentang perikatan) pada umumnya dan Bab Ketiga Belas (tentang

pinjam meminjam) KUH perdata khususnya.

. Untuk mengharuskan hubungan kredit Bank dibuat berdasarkan

perjanjian tertulis. Kalau semata-mata hanya dari bunyi ketentuan
pasal 1 ayat (12) UU Perbankan 1992 tersebut, sulit kiranya untuk
menafsirkan bahwa ketentuan tersebut memang menghendaki agar
pembinaan kredit bank harus diberikan berdasarkan perjanjian
tertulis. Namun dengan instruksi Presidium Kabinet Nomor
15/BK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank
Negara Indonesia Unit 1 Nomor 2/539/UPK/Pemb. tanggal 8
Oktober 1966 Surat Edaran Bank Indonesia unit Nomor
2/649/UPK/Pemb tanggal 20 Oktober 1966 Februari 1967, yang
menentukan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun
Bank-Bank wajib mempergunakan/membuat akad perjanjian
kredit.®

Dari uraian tersebut diatas apat disimpulkan bahwa untuk dapat
dikatakan suatu akta perjanjian kredit tersebut harus :
1. Di tanda tangani

2. Memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atas peringatan dan

® Ch. Gatet Wardoya, “Sekitar Klausulo-Klausula Perjanjian Kredit Bank”
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3. Di peruntukkan untuk alat bukti.

Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus karena perjanjian
kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian kredit Bank,
pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Walaupun dalam
prakteknya konsepsi-konsepsi tersebut tidak terlalu mudah untuk
dilaksanakan, di samping Bank sebagai pemberi kredit, Bank juga
memerlukan perhitungan-perhitungan yang mendalam yang tidak lupa
memakai prinsip-prinsip/asas-asas tertentu yang di kenal “PRINSIP 5C” yaitu
prinsip 5C, prinsip 5P, prinsip 3R. Namun dalam pemberian kredit khususnya
pihak Bank memakai prinsip 5C sebagai berikut:

1. Character (watak/kepribadian)

Character atau watak dari calon peminjam merupakan salah satu
pertimbangan vang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit,
Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam
termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti memegang
teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-
utangnya pada waktu yang telah ditetapkan, tentang character ini
pihak Bank haruslah mengumpulkan data dan informasi-informasi
dari pihak yvang dapat dipercava.

2. Capacity (kemampuan)

Pihak Bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana
kemampuan menjalankan usaha calon peminjam, Kemampuam ini

sangat penting menentukan pendapatan dan penghasilan suatu
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perusahaan yang akan mendatang seperti untuk mengetahtu sampai
dimana capacity calon peminjam, misalnya terhadap dokumen-
dokumen, berkas-berkas, arsip dan catatan-catatan yang ada tentang

pengalaman kreditnya yang sudah-sudah.

. Capital (modal).

Capital atan modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana
struktur modal vang telah dimiliki calon peminjam. Jumlah capital
yang dimiliki ini penting untuk diketahuin oleh pihak Bank untuk
menilai tingkat debtf to equity ratio (DER) yang selanjutnya
berkaitan dengan tingkat renfabilitas dan solvabilitas serta jangka

waktu pembayaran kembali kredit yang akan diterima.

. Condition of economy (kondisi perekonomian).

Condition of economy perly diperhatikan dalam perlindungan
pemberian.krcdit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha
calon peminjam. Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada
saat tersebut berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha
calon debitor dan bagaimana prospeknya dimasa mendatang, seperti
pada saat negara kita mengalami krisis ekonomi mulai tahun 1997
hingga beberapa tahun berikutnya. Pada masa itu pengusaha
disektor riil mengalami kelesuan, maka apabila kredit dipaksakan
untuk disalurkan maka hanya akan menambah kredit bermasalah
karena situasi dan kondisi pereckonomian nasional yang tidak

kondusif,
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8. Collateral (jaminan atau Agunan)

Collateral adalah harta benda milik debitor atau pihak ketiga yang
diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidak mampuan debitor
tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian
kredit. Menurut pasal 1132 KUH_Perdata, harta kekayaan debitor
menjadi jaminan secara bﬁsaﬁla-sﬁma bagi semua kreditor yang
memberi utang kepada debitor yang bersangkutan. Namun pasal
1132 KUHPerdata memberikan indikasi bahwa diantara para
kreditor itu dapat didahulukén terhadap kreditor-kreditor lain
apabila ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan, yang
ditentukan oleh Undang-undang. ” | |

Menurut Mubammad Djombana, perjanjian kredit mempuityai
beberapa fungsi, diantaranya : :

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian-perjanjian pokok,

artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal
atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya:

perjanjian pengikatan jaminan

. Perjanjian kredit berfungsi scbagai alat bukti mengenal batasan-

batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur

. Perjamjian kredit berfingsi scbagai alat unmk melakukan

moniton':;g kredit
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Perjanjian kredit merupakan hal yang khusus (lex specialis). Perjanjian
kredit bank adalah “Perjanjian pendahuluan” (vooravemnkomsr) dari |
penygrahan uang, pexjanjian pendahuluan, 1m merupakan hasil pemufakatan.
antara pemberi dan penerima piujm mengenai hubungan-hubungan hak
antara keduanya, perjanjian ini bersifat “konsensuil® (pacta de contrahendo)
obligator. | | | |

- Dengan demikian hubungan antar Bank yang memberikan kredit

- sindikasi selalu di awali dengan adanya kata sepakat tentang isi atau klausula.

yang dipelajari dan selanjutnya telah disepakati antara kedua belah pihak,

yang selanjutnya para pihak membubuhkan tanda tangan pada suatu akta |

dalam suatu formulir yang sudah disediakan secara “Standarform”oleh pihak
Bank, Perjanjian kredit Sindikasi dalam praktek perkreditan dilakukan
perbankan di Indonesia biasanya membuat perjanjian kredit dengan 2 bentuk

di dalam melepas kreditnya dalam memberikan Bank garansi yakni: perjanjian

- kredit yang dibuat di bawah tangan atau akta dibawah tangan dan perjanjian

kredit yang dibuat dihadapan notaris atan akta otentik.
Menurut Sutan Remy Syahdeini perjanjian kredit Bank istilah yang
lazim digunakan dalam kredit sindikasi meliputi :

a. Borrower, nasabah peminjam kredit sindikasi

b. Proyek, proyek yang akan dibiayai dari dana hasil sindikasi

7 Firdans Rachmat, ."Manajemen Perkreditan Bank Unnan"{teori, masalah, kebijakan dan aplikesinya)
. takun 2003 .
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. Proyek cost, total keseluruhan biaya proyek
. Purpose, tujuan penggunaan dana dari hasi kredit sindikast

. Arranger, Bank yang mengatur segala sesuatunya dari mulai kredit

diproses, menawarkan keikutsertaan kepada Bank-Bank lain, memonitor
sampai dengan penandatanganan kredit sindikasi dan memonitor setelah
kredit sindikasi di tandatangani

Head manager, Bank yang memimpin sindikasi, bisa juga merangkap

arranger

. Facility agent, Bank yang bertindak sebagai agen fasilitas kredit

. Lender, Bank-Bank vang ikut serta membiayat kredit sindikasi

Tenor, jangka waktu berapa lama fasilitas kredit sindikasi akan digunakan
Grand period, jangka waktu dimana nasabah tidak membayar angsuran
kepada Bank-Bank peserta sindikasi. Biasanya hanya membayar bunga

saja

. Interest rate, tingkat suku bunga yang akan dipakai.

Draw down, syarat-syarat pencairan kredit sindikasi dapat dilakukan

. Comitment fee, biaya yang dikeluarkan oleh nasabah sebagai kompensasi

dari fasilitas dana yang disediakan, tetapi belum digunakan
Facility fee, biaya yang dibayar olch nasabah atas jumlah fasilitas kredit
yang dipakai

. Loan repayment, cara pembayaran kredit yang harus dilakukan oleh

nasabah, biasanya dibuatnya tabel/daftar angsuran
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Prepayment

Security, jaminan-jaminan yang diberikan sehubungan dengan kredit

sindikasi tersebut

Condition, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum dan

sesudah penandatanganan untuk pencairan kredit sindikasi dan selama

kredit sindikasi berjalan.

Financial covenant, syarat-syarat keuahgan yang harus dipenuhi oleh

Nasabah.

Taxes, pajak-pajak yang harus dibayar oleh nasabah.

Expenus dan pees, pengeluaran dan biaya-biaya lainnya yang harus

dibayar oleh nasabah.

Governing law, pemilihan hukum d: negara mana.

Court of yuridiction, pemilihan domisili hukum di Pengadilan Negeri mana
Consultan, konsultan yang ditanjuk sehubungan dengan proyek yang
dibangun

Stamp puties, biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah yang
diharuskan oleh pemerintah.

Esrow Account, Rekening untuk menampung hasil dari proyek dimana lead
manager akan memotong angsuran yang harus di bayar oleh nasabah dari
8

rekening Esrow Account ini.

Dalam penjelasan tersebut diatas, dalam praktek petkreditan yang

dilakukan perbankan di tanah air antara kreditor dengan debitor, dalam

® Bachtiar Suyati Herlina. “Aspek Legal Kredit Sindikasi™ Djakarta, hal.278, tahun 2000,
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menghitung benda yang dijadikan objek jaminan, dalam bentuk benda tidak

bergerak (tanah atau bangunan) oleh debitur sebelumnya akan di survei lebih

dahulu oleh pihak Bank, selanjutnya pihak Bank akan menentukan sikapnya

apakah kredit yang akan diajukan oleh pemohon kredit sudah memcnuhl

nilainya, maka akan menjadi tolak ukur dalam memberjkan dasarnya jumlah

pinjaman kredit, biasanya nilainya objek jaminan harus selalu lebih besar
dibandingken dengan nilai pinjaman.
Kedudukan Hukum Lead Manager - _

Lead manager adalah Bank yang berperan sebagai koordinator dan
mengelola kredit sindikasi. Tanpa lead manager, maks tak mungkin kredit
sindikasi akan berlangsung dengan baik, Jadi fungsinya adalah sebagai motor

_penggerak kredit mndlka&

Bank ini mengurusi pekerjaan administratif, merancang paket
sindikasi yang disepakati oleh Borrower dan pada Bank peserta kredit
| Dalam hal ini kedudukan hukum Iéad mmger adalah membuait _
iry’onﬁaﬁon memorandum secara lengkap dan terperinci, dimana infomaﬁon

memorandum ini telah disetujui oleh nasabah dan didistribusikan oleh lead

_managerkepadaBkaankpmkmdnﬂnmkasLbamBank-Banktﬁsebut

o membenkan jawabannya atas ikut atau tidaknya mereka dalam pembiayaan

Tesis -

suatu proyek yang telah divraikan secara lengkap dan jelas di dalam

- information m'emomndum. Selanjutnya lead mzmagér selain sebagai

koordinator dan mengelola kredit sindikasi, lead manager scbagai (meng-
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approach) Bank-Bank lain untuk ikut berpartisipasi, misalnya pinjaman yang
akan diberikan berjumlah besar, maka lead manager akan memberikan
pinjaman setengah dari jumlah tersebut. Selebihnya /ead manager kemmudian
manager terscbut akan mencari co-manager dan co-manager akan mencari
participant, dalam artinya mereka bertindak sebagai leader.

Dalam praktek lead manager mendapat imbalan berupa fee yang
dibebankan kepada debitur. Fee tersebut yaitu pool fee, pool fee ini muncul
karena arranger diizinkan untuk memberikanfméngatur besamya fee yang
berbeda menurut besarnya penyertaan (shape) Bank-Bank peseria sindikasi.
Antara lead manager, manager, co-manager dan agent serta participant
lainnya, mempunyai hubungan hukum satu sama lain khususnya sifat
hubungan hukum yang melekat pada pihak lead manager.”

Menurut pendapat penulis untuk menjadi lead manager dati suatu
kredit sindikasi, maka bukan hanya bagian marketing/account officer saja
yang harus handal, melainkan juga bagian hukumnya harus kuat di dalam
mengerjakan dan menyiapkan pengikatan kredit sindikasi (mulai dari draft
awal sampai dengan pembahasan di Jegal meeting dan penandatanganan kredit
sindikasi). Dan setelah penandatanganan kredit sindikasi, maka bagian
administrasi kreditnyapun juga .hams bagus, sehingga bisa diketahui posisi
dari nasabah secepat mungkin dan menyiapkan data dan laporan yang akurat

unfuk setiap Bank-Bank peserta sindikasi.

® HR Daeng Najs. “Hukum Kredit dan Bank Goransi™ {The Bankers Hand Book), Bandung 2005
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Pernah dialami olek penulis adalah “lead manager” dari suatu Bank
yang tidak handal/professional, maka hal ini menghambat pekerjaan dari sikap
Bank-bank peserta yang ikut serta dalam kredit sindikasi tersebut. Bilamana
hal ini terjadi, maka di kemudian hari, bilamana Bank tclsebut.mengajak
Bank-bank lain untuk ikut serta sindikasi yang leadnya, maka Bank-bank
tersebut tidak akan mau lagi, karena hambatan yang pemah dialaminya. Untuk

itulah setiap Bank di harapkan kredit yang diberikan bisa lebih aman dan di -

~ kelola secara prot_‘esional.

Tesis -

Dalam praktek perbankan ada beberapzi alasan penunjﬁkkan suatu -

Bank sebagai lead bank manager, vaitu : ' " | | |

1. Hubungan dengan nasabah ﬁtau quarantbr _

Bahwa na'sabah!ﬁuarantor bisa bcrhuﬁungan dengan Bank lead untuk
mempercayakan kepentingannya untuk mendapatkan kredit sindikasi lewat
bank tersebut | | [

2. Persetujuan dari Bank-bank lainnya yang ikt serta dalam kredit sindikasi
Adapun Bank-bank yang terlibat/ikut serta dalam kredit sindikasi seperti :
Bank BNI, Bank Mandiri, BCA, BR], Bank Danamon, Bank Niaga, Bank
Permata, Bank Lippo, BIl, Bank Mega, Bank Bumiputera, Bank Panin dan. :

- Bank Bukopin dengan fujuan mengorganisir Bank-bank yang kompeten | |
dalam pembiayaan sindikasi dan sebagai database Bank-bank sindikaéi ..
dan pusht informasi tentang proyek-proyek potensial yang layak d4i

sindikasikan.
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3. Berdasarkan alasan resiprosisi (bergantian dengan Bank-bank iainnya)
4. Karena pengalaman dan expertise
5. Lokast yang berbeda
6. Persetujuan dari nasabah itu sendini

Kredit sindikasi merupakan altematif pembiayaan oleh Bank yang
memiliki kelebihan bisa meneckan resiko kredit karena analisis yang
dialokasikan oleh beberapa Bank. Dalam artian lebih menjanjikan keamanan
dan profesional, dengan tetap melakukan pengawasan, caranya dengan
meminta laporan bulanan dari forum sindikasi ini, untuk menghindari adanya
kolektibilitas yang berbeda dari masing-masing Bank, seperti mengenai sistem
informasi debitur yang akan dimasukkan dana kredit sindikasi diharapkan ada
kejelasan mengenai status penjaminan. “Kalau sindikasi, perjanjian kreditaya
hanya satu, jadi agunan yang lain tidak pasti”. Ada beberapa keuntungan yang
didapat oleh suata Bank yang menjadi “lead manager” dari suatn kredit
sindikasi. Keuntungan tersebut bisa dalam bentuk uang, maupun dalam bentuk
pama baik yang penting bagi dunia perbankan.

Keuntungan-keuntungan menjadi “/ead manager” sebagai berikut :
1. Menerima fee lebih besar karena menyita waktu tenaga, pikiran dalam

menyiapkan dan menawarkan serta menjalankan kredit sindikasi tersebut

2. Potensi oleh cross setting, bilamana pihak Bank dalam melead suatu

sindikasi berjalan dengan baik, maka dikemudian hari Bank tersebut

¥ LR Daeng Naja “Hukm Kredit dan Bank Garansi” (the Bankers Hand Book) loc.it Bandung 2005.
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menawarkan kredlt sindikasi ke peserta sindikasi lalu akan puas, maka
Bank-bank tersebut akan ikut serta lagi di kredit sindikasi berikutnya.

3. Meneritma Agency Fee B | |

4, Membangun citra/image

5. Menambah pengalaman dalam mengelola kredit sindikasi. Dengan

| menjadi lead bank, tentu saja menghadapi berbagai tipe bank dan.berbagai
tipe karakter orang yang menghandelnya/orang-orang yang bekerja di
Bank-bank peserta kredit sindikasi. Dengan demikian semakin banyaknya

Bank-bank yang ikut tentu saja ada kemauan dari masing-masiﬁg Bank ini.

“Apabila suatu Bank sudah menerima penunjukkan sebagai lead bank yakni
setelah meneliti dan meyakini feasibility proyek yang akan dibiayai maka
Bank tersebut mulai merancang anggota sindikasi, yazm Bankbank yang
dapat ikut serta membiayai proyek yang diajukan”.

Dalam merancang jumlah anggota Bank peserta sindikasi, harustah
dipethatikan kemampuan keuangan dari Bank tersebut. Bilamana jumlah
sindikasinya sangat besar sekali, maka bisa di ajak puluhan Bank. Hal ini
untuk mengantisipasi, bilamana hanya beberapa Bank yang bisa ikut serta,
tentu saja memberatkan Bank-bank yang ikut bilamana hams langsung
mengeluarkan dana yang sangat besar untuk tiap Banknya. Selanjutnya untuk
menjadi lead bank di samping banyak keuntungan yang di dapat, juga banyak
resiko yang  ditanggung, bilamana tidak hati-hati dalam melakukan
penéanah‘saan kredit, maupun di dalam ketepatan waktu dalam administrasi
kreditnya, setiap Bank peserta sindikasi harus melakukan analisa kredit sendiri

 dan tidak boleh menggantungkan atau bersandar pada analisa kredit yang
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dilakukan oleh lead bank, seperti di cantumkannya di dalam information

memorandum dengan tulisan sebagai berikut

“Bahwa analisa yang dilakukan oleh lead manager adalah
berdasarkan analisa yang lazim dilakukan di Bank lead wntuk itu diminta
para Bank yang akan ikut serta melakukan analisa yang tersendiri, lead bank
tidak bertanggung jawab terhadap analisa tersebut”.

Hal tersebut di cantumkan sehingga tidak timbul kesalahpahaman di
antara Bank-bank peserta sendikasi.

Hubungan Hukum antar Lead Manager Bank dengan Para Debitur
Dalam bab sebelumnya telah dibahas bahwa menurut Staniey Hura
memberikan definisi kredit sindikasi sebagai kredit yang diberikan oleh 2
(dua) atau lebih lembaga keunangan dengan syarav/ketentuan yang sama bagi
peserta sindikasi menggunakan dokumentasi yang sama dan di
administrasikan oleh agen yang sama pula, pernyataan dan Stamley Hurn
dipetjelas oleh Eko Budi Wilyono bahwa kredit sindikasi mencakup semua
unsur penting secara sindikas: yakni
1. Dua/lebih bank atau lembaga pembiayaan
2. D1 dasarkan pada ferms and condition yang sama bagi semua anggota
sindikasi (similar terms and condition) |
3. Menggunakan 1 (satu) dokumentasi kredit yang sama (using common
documentation)
4, Di administrasikan oleh agen yang sama (4dmitrated by a common agen).
Kemudian menurut Prasmono Prawiroardjo kredit sindikasi atau
pinjaman sindikasi adalah pinjaman yang diberikan oleh dua atau lebih
lembaga keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang serupa, menggunakan

il
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dokumentasi yang umum dan ditatausahakan untuk suatu agen bank di susun

oleh “arranger” yang bertugas dan bertanggung jawab mulai proses salisitasi

(permintaan pinjaman) nasabah sampai dengan proses penandatanganan

perjanjian kredit.

Dengan adanya kredit sindikasi maka hubungan antara lead manager

dengan para debitor memberikan manfaat pada bagi bank Khususaya lead

manager bank maupun debitur, antara lain :

1. Bagi Bank

Mengatasi masalah batas maximum pemberian kredit atau legal
lending limit

Risk sharing dengan bank lain

Memupuk kerja sama dengan suatu grup usaha

Meningkatkan fak ba&d income

Leaming process bagi participating bank

Untuk lebth dikenal di pasar sindikast

2. Bagi Pihak Debitur

Solusi untuk memperoleh fasilitas kredit dalam jumlah besar
Mermupuk kerja sama dengan bank-bank lain

Menambah kredibilitas debitur, terutama jika peserta sindikasi terdiri
dari bank besar dan ternama

Untuk kepentingan publikasi (image)

Kredit sindikasi merupakan suatu pembiayaan bersama oleh Bank-bank

dan atau lembaga pembiayaan di kenal dengan “club lean” yang mana jumiah
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kredit yang diberikan oleh bank-bank anggota “Club banks” itu sama
besarnya, sekalipun tidak selalu harus demikian. Apabila jumlah kredit
sedemikian besarnya, maka tidak mungkin diberikan dalam bentuk suatu club
transaction atau club deal, maka perlu di pembinaan kredit yang berbentuk
“concorsium lending” seperti kredit sindikasi yang diberikan bank-bank di
Indonesia (kredit sindikasi dalam nageri) yaﬁg merupakan club loan antara
dua, tiga atau empat bank saja karena jumlah yang diinginkan oleh nasabah

sudab cukup dapat dibiayai oleh beberapa bank sajs. Tetapi bila kredit-kredit

~ yang ditawarkan sangat besar, maka diperiukan oleh pemerintah ditawarkan

sebagai international syndicated loan (atau yang juga disebut sebagai cross-
border lending) bisa di ikuti oleh beberapa banyak peserta kredit sindikasi.
Perlu di ketahui para peserta atau anggota sindikasi kredit hanyalah
berfungsi sebagai penyedia dana (funds provider) kepada indikasi untuk
keperluan pembinaan kredit oleh sindikasi kredit pada debitur, intinya peserta
sindikasi bukan kreditur.
Menurut Sutan Remy Syahdeini, ada 3 ciri sifat perjanjian kredit yaitu :
1. Perjanjian loan of money, perjanjian kredit mempunyai sifat konsensuil
2. Qutstanding kredit |

3. Write out

Perjanjian antara para pihak dalam hubungan kredit bank selalu diawali
dengan adanya kata sepakat tentang isi atau klausula-klausula yang dipelajari
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dan selanjutnya telah disepakati antara kedua belah pihak, kemudian para
pihak membubuhkan tanda tangan pada suatu akta dalam suatu formulir yang
sudah dlsedlakan secara standarform oleh Bank. Dalam praktek perkreditan
yang dilakukan perbankan di Indonesia biasanya membuat perjanjian kredit -
dengan 2 bentuk yaitu pmjanjian.kredit_ menggunaken akta di bawah tangan
dan perjanjian kredit yang menggunakan skia notaris. |
Dalam praktek perkreditan yang dilakukan perbankan di tanah air
antara kreditur dengan debitur, dalam menghitung benda yang dijadikan
obyek jaminan, dalam bentuk benda tidak bergerak (tanah dan atau
bangunan) oleh debitur, sebelumnya akan disurvei oleh pihak bank, yﬁng '
selanjutnya pihak bank akan menentukan sikapnya apakah kredit yang akan
diajukan oleh pemohon kredit sudah sesuai ni_iainya dengan plafon kredit atau

tidak dan apabila sudah memenuhi nilainya, maka akan menjadi tolak ukur

dalam memberikan besarnya jumlah pinjaman kredit, biasanya nilainya -

obyek jaminan harus selalu lebih besar dibandingkan dengan nilai pinjaman.

Menurut . Isnaeni besarnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada

~ debitur lewat perjanjian kredit suatu perjanjian pokok, perjanjian kredit yang

lainnya selalu dilengkapi dengan pinjaman jaminan kebendaan, kedudukan
Bank selaku kreditur akan lebih unggul daripada kreditur konkuren yang

lain, karena pelunasan pinjaman yang telah dikucurkan harus lebih

didahulukan dari pembayaran lainnya.

Dari pandangan tersebut diatas, maka penulis berpendapat perjanjian

_ ) jaminan kebendaan itu merupakan “Perjanjian tambahan” yang mendukung
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secara khusus perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokoknya, agar
Bank mempunyai posisi lebih besar/kuat, apabila suatu saat/dikemudian
hari Debitur tidak dapat melakukan pembayaran atas pinjamannya
(wanprestasi) berupa dana yang sudah dinikmati untuk keperluan bisnisnya
terjadi “kredit mace?” maka pihak Bank dengan mudah melakukan eksekusi
atas tanah dan bangunan yang dijadikan obyek jaminan dengan eksekusi
“Grosse akte”

Perjanjian kredit merupakan “Perjanjian Pokok”, dimana konstruksi
hukum dalam perjanjian kredit Bank bentuk hubungan hukum dalam isi
perjanjian dalam praktek perbankan di masyarakat terdiri dari dua
bentuk/hal menurut Sutan Remy Syahdeimi yaitu :Yang terjadi pada
hubungan hukum antara Bank scbagai pihak kreditur dengan pihak yang
membutuhkan modal/dana sebagai debitur yang dituangkan dalam bentuk
perjanjian yang disebut dengan perjanjian kredit (bank) menurut
Marhaenis Abdul Hay dalam bukunya hukum perdata berpendapat
bahwa pengertian perjanjian kredit mendekati pada pengertian perjanjian
pinjam mengganti, sechingga dalam masalah sengketa perjanjian kredit
tersebut dapat menggunakan dasar hukwm perjanjian pinjam mengganti
menurut KUH Perdata dan perjanjian kredit merupakan hal yang Khusus
(lex specialis).

Perjanjian  kredit Bank adalah perjanjian pendahuluan

(vooroveren komsf) dari penyerahan uang, perjanjian pendahuluan ini
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merupakan hasii pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman

mengenai hubungan-hubungan antara keduanya, perjanjian ini bersifat

“konsensuil” (pacta de conirahendo) obligator.

Dari penjelasan tersebut diatas dijelaskan tadi kredit sindikasi pada

dasarnya adalah suatu pembiayaan bersama oleh pihak Bank atau lembaga

pembavaran menurut “Dr. Sutan Remy Syahdeni, SH. Terwujudnya

kredit sindikasi lebih dominan disebabkan oleh :

Besarnya jumlah kredit

Dengan pertimbangan resiko kredit yang besar tersebut, maka Bank
mencari jalan keluar dengan pembayaran resiko dalam pembinaan
kredit yaitu kredit dalam jumlah yang besar diberikan oleh beberapa
Bank kepada debitur. Dengan demikian resiko yang akan timbul di
kemudian hari dipikul secara bersama-sama oleh Bank pemberi kredit
sindikasi.

Keterbatasan dana Bank-bank

Dalam suatu permohonan kredit dalam jumlah besar yang diajukan
oleh debitur/calon debitur terutama cooperate seringkali Bank yang
bersangkutan mampu menyediakan dana sebesar permohonan tersebut,
kalaupun mampu, Bank tersebut belum tentu mau untuk membiayainya

karena dengan pertimbangan resiko kredit yang terlalu besar.

Pembatasan peraturan perundang-undangan
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Apabila Bank tersebut merasa bahwa resikonya terlalu besar bagi Bank
tersebut bila seluruh permintaan sesunatu nasabah tertentu dipikul
sendiri sekalipun mungkin dari segi ketentuan legal lending limit atan
“Batas Maximum Pemberian Kredit (BMPK) dari bank tersebut belum
terlampaui, mengingat setiap pelepasan kredit, setidaknya akan
berpengaruh terhadap loan to deposit ratio dan capital aguacy ratio.
Bahkan mengenai jumlah pelepasan kredit ini diatur dalam UU
No.7/1992 tentang perbankan yaity dalam pasal 11 dengan sebutan
“Batas maksimum pemben’ah kredi?™!

Dalam torminologi Bank discbut bahwa Bank itu tclah mclampaui
obligator limitnya, bagi nasabah itu. Dengan kata lain mengapa suatu
Bank memilih untuk tidak memberikan sendiri jumlah kredit yang
diminta oleh nasabah sekalipun masih dalam batas BMPK nya. Karena
pertimbangan demi penyebaran resiko, oleh karena itu mungkin saja
bahwa kredit dalam jumlah yang tidak terlalu besar sekalipun
dirasakan perlu untuk di sindikasikan pula di antara dua atau lebih
bank.

Hubungan antar Bank

Dengan kredit sindikasi, Bank-bank peserta sindikasi berkesempatan

untuk menggalang hubungan kerja sama yang saling menguntungkan

1 Sjahdeini, Sutan Remy, “Kredit Sindikasi, Pengertian, Manfaat dan Proses Pembentukannya™

Surabaya 2003
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terutama dalam praktek perkreditan yang sehat dan fransfer knowledge

di bidang perbankan.

Dengan demikian dapat disimpulkan secara kronologis kinerja kredit

sindikasi dapat digambarkan sebagat berikut :

Calon debitur menghubungi Bank yang bersedia menjadi
arranger atau arranger yang bersedia meng-underwrite suatu
kredit yang akan disindikasikan. Hal ini akan menghasilkan
mandate. Ini terjadi apabila jenis sindikasinya adalah sindikasi
mumi, sedangkan apabila calon debitur yang mengajukan
permohonan kreditoya kepada beberapa Bank yang segala
sesuatunya akan dibicarakan bersama oleh Bank-bank tersebut
sampai terbentuknya indikasi, maka hal ini disebut sindikasi c/ub
deal. Sindikasi lainnya adalah perpaduvan antara kedua jenis
sindikast di atas.

Setelah proses pemberian/perolehan mandate dan arranger telah
memutuskan untuk mengambil besarnya share, maka Bank yang
bersangkutan melakukan sell down kepada Bank lain mengenai
sisa kredit yang akan disindikasikan.

Menentukan Bank-bank yang akan di ajak berpartisipasi dengan
menyampaikan undangan vang diebut offering letter
menyiapkan info memo.

info memo diterima dan di analisis oleh Bank-bank calon peserta
sindikasi, bank yang bersangkutan akan melakukan tanggapan.
Tanggapan tersebut dinyatakan setujwberminat, setuju dengan
syarat atau bahkan tidak berminat sama sekali
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» Setelah disctujui oleh jumlah peminat memenuhi jumiah kredit
sindikasi vyang ditawarkan (filly subsvribed), maka tahap
sclanjutnya adalah loan agreement.

» Dilakukan penunjukkan agenr baik sebagai agent for loan

. . . . b
administrativ maupun sebagai security agent,'”

12 partomuan Pohan, Bersama Rekan Lintong, Q. Sizhaan, “Aspek Pembinaan Hak-hak Tanggungan
dalam Rangka Kredit Sindikasi, Surabaya 2063, hal 24-25.
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BAB 111
DEBITUR WANPRESTASI DALAM KREDIT SINDIKASI

DAN AKIBAT HUKUMNYA

Bahwa tidak ada seorangpun dapat menjamin kepastian tentang forecast di
masa mendatang, dan berdasarkan pengalaman, bahwa “tidak ada satupun” cara
atau sarana hukum yang dapat mencegah seseorang mengingkari janjinya. Seperti
telah kita maklumi bersama bahwa sekalipun Bank telah memegang surat-surat
agunan, namun apabila kredit itu bermasalah dan macet, bank tidak serta merta
dapat mengeksekusi agunan tersebut, jalan yang ditempuh cukup panjang.
Terlebih dahulu apabila nasabah yang bersangkutan juga berkilah dan ingkar janji
(wanprestasi) untuk tidak bersedia melepas agunannya. Melalui jalan pengadilan
juga tidak gampang. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 hanya
mengingatkan kita untuk senantiasa berhati-hati dalam hal yang menyangkut
masalah pemberian kredit. Oleh karenanya, tetap pihak Bank guna mengantisipasi
“kerugian” yang mungkin timbul ini sangat diperlukan. Untuk itu seyogyanya
Bank memanfaatkan secara optimal peranan satuan hukumnya (legal
departement), baik yang menyangkut perjanjian kredit maupun tentang segala
aspek vang berkaitan dengan barang agunan beserta cara-cara pengikatannya.
Barang agunan perlu diteliti keabsahannya, untuk menghindani kemungkinan
bahwa barang telah diagunkan kepada pihak lain atau barang agunan tersebut
dalam sengketa atau kemungkinan bahwa barang yang diagunkan milik orang
lain. Di samping itu penelitian lebih lanjut perlu dilakukan, antara lain tentang

hal-hal yang menyangkut apakah agunan tidak sedang dalam perselisihan,
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bagaimana mekanisme hak tanggungan sebagai hak jaminan kebendaan dalam
kredit sindikasi, eksekusi obyek hak tanggungan akibat debitur wanprestasi,
sarana eksekusi obyek hak tanggungan dalam kredit sindikasi dalam praktek®
1. Hak Tanggungan sebagai Hak Jaminan Kebendaan dalani Kredit
Sndiasi _ -
- 1.1, Pengertian Jaminan

Dalam UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah

 dengan UU No. 10/1998, dipertegas mengenai kewsjiban atau keharusan

. tersedianya jaminan atas kredit yang dimohonkan cleh calon
debinur/kreditur seperti yang diatur dalam UU Perbenkan sebelumaya,
yaitu No. 14/1967 menjetaskan : AN

. Pasa]24ayat(1)UUNo 14/1967

“Bank umum tidak membcn kredit tanpa jaminan kepada siapapun

a >
- ®  Pasal 8UU No.7/1992 _
“Dalam mcmberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan
atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya
 sesuai dengan yang di perjanjikan” B
* Pasal 8 UU No. 16/1998 N
- “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan bank
syarigh, bank umum wajib mempunyai keya_ki;laq dldasarkan analisis

yang mendalam atas itikad dau kemampuan serta kesanggupan

'3 Sjahdeini Sutan Remy, “Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan m dan Masalah yang
& Imd‘qu oleh Pamm Dja.karla, Tahun 1996

39

Tesis - Hak Ténggungan Sebagai Penopang Perjahjian Kredit Sindikasi Diah Pusparirﬁ



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan
 pembiayaan di maksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

.Dalam UU No.14/1967, secara tersirat jelas di tekankan keharusan adanya |
jaminan atas setiap pemberi kredit kepada siapapun, sedangkan dalam UU
No.7/1992 scbagaimana telah di rubgh dengan UU No.10/1998 keharusan adanya
jaminan terkandung secara tersirat dalam kallmay “keyakinan berdasarkan
analisis yang mendalam atas itikad dan kemnampuan serta kesanggupan nasabah
debitur....”, Dan sekaligus mencerminkan apa yang disebut dengan “the five ¢’s
of credif’ yang salah satunya adalah collatgral (jaminan/agunan) yang harus
disediakan oleh debitur, jaminan/agunan menyebutkan bahwa kredit yang |
diberikan oleh Bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya Bank

~ harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. ' |

| Dalam pclaksaﬁaan pemberian kredit, bank tetap meminta agunan dari |

pemohon kredit selain analisis etikad baik dan kemampuan pemohon kredit. Hal -

iniinismaidenganpasall ayat23UUPe;bankanyangmengarﬁkanagtman
adalah ]amman tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam
rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
Jaminan tambahan ini berupa jaminan mateml (berwujud) yang berupa barang-

barang bergerak atau benda tetap atau jaminan inmaterial (tak berwujud).

Berdasarkan pengalaman penulis dalam menyelesaikan kredit macet atau debitur

wanprestasi yang jaminannya tidak mencukupi tidak marketable atau tidak
memiliki nilai yang tinggi_, biasanya debitur kurang kooperatif dan kurang

sungguh-sungguh dalam ményelesaikan kreditnya karena dengan tidak adanya o

jaminan yang memadai debitur merasa tidak mempunyai resiko apapun.
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Berdasarkan pengalaman bank dalam memberikan kredit di samping
jaminan kredit berupa keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas etikad
baik dan kemampuan debitur maka bank perlu meminta agunan/jaminan tambahan
berupa jaminan materiil yaitu jaminan benda-benda bergerak atau tidak bergerak
yang memiliki nilai dan dokumen yang jelas dan jaminan in-materiil.

Menurut Prof R, Subekti, SH dalam bukunya jaminan-jaminan untuk
pemberian kredit sindikasi adalah jaminan yang memenuhi persyaratan :

1.a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak
yang memerlukan
1.b. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) di pencarn kredit untuk
melakukan {meneruskan) usahanya
1.¢. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam ari
bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yaitu
bila perlu dapat mudah divangkan untuk melunasi hutangnya si
penerima (pengambil) kredit
Jaminan yang diberikan debitur harus dibuat perjanjian antara kreditur dan pihak
jaminan (bisa debitur atau pihak lain bukan debitur) yang disebut perjanjian
pengikatan jaminan,
1.2, Jaminan Kebendaan
Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas
suatu benda vang memiliki hubungan langsung dengan benda-benda itu
dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya di

tangan siapapun benda itu berada (proit de suide) dan dapat dialihkan.
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Jaminan kebendaan juga mempunyai sifat priorifelt artinya siapa yang
memegang jaminan atas jaminan kebendaan lebih dahulu waka akan
didahulukan pelunasan hutangnya, dibanding pemegang jaminan hak
kebendasn kemudian. Seperti kasus dalam sebuah bank yang terlibat
dalam perkreditan sindikasi. Bank BTN memberikan kredit kepada A
dengan jaminan berupa tanah berikut bangunan yang diikat dengan hak
tanggungan. Jaminan kebendaan itu lahir dan bersumber pada perjanjian
jaminan ini ada karcna diperjanjikan antara kreditur dan debitur,
misalnya hak tanggungan (dahulu hipotik) fidusia, gadai. Jaminan
kebendaan ini obyeknva benda-benda yang ditunjuk secara khusus
dengan cara menyendirikan dari bagian harta kekayaan debitur dan
disediakan oleh debitur atau pihak lain pemilik jaminan guna pemenuhan
hutang seorang debitur. Jadi pemberian jaminan kebendaan kepada
kreditur tertentu memberikan kedudukan kepada kreditur dengan
kedudukan istimewa terhadap kreditur lainnya atau disebut “Privilege”. -
Karena kekayaan milik seseorang itu wujudnya berancka ragam ada
barang bergerak, barang tidak bergerak meka pemberian jaminan
kebendaan juga meliputi aneka macam benda itu.
Agen Jaminan

Untuk memastikan adanya perlakuan yang setara Iequal) terhadap
masing-masing bank di perlukan pula fungsi agen jaminan ini, setara
yang dikatakan Ross Cranston dalam bukunya Principlus of Banking

Law suatu bank yang ditunjuk sebagai agen mempunyai tugas untuk
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menjalankan fungsi-fungsi tata laksana atan administrasi perjanjian kredit
sindikasi. Seperti mengadministrasikan jaminan ataun mendaftarkan
jaminan menyimpan dokumen jaminan dan selanjutnya melaksanakan
eksekusi jaminan dan membagikan sesuai dengan syarat-syarat
penunjukkan agen jaminan baik dalam perjanjian kredit sindikasi atau
dalam perjanjian pembagian hasil jaminan. Umumnya agen jaminan juga
diberi kuasa untuk mewakili bank para peserta sindikasi dalam
pengikatan jaminan dengan menandatangani akie dokumen jaminan, jika
dokumen terscbut belum ditandatangani sendiri oleh bank para peserta
sindikasi jaminan tersebut perlu diamankan pada seseorang yang
memegang amanah untuk kepentingan semua pihak yang berkepentingan,
dengan demikian masing-masing bank peserta sindikasi tidak dapat
menarik keuntungan untuk diri sendiri dari jaminan tersebut dengan
mengabaikan kepentingan bank peserta sindikasi lainnya.

Agen jaminan tersebut bisa dijabat oleh salah satu bank peserta
sindikasi, namun kewajiban untuk menghindarkan diri dari perbuatan
yang dapat menyebabkan terjadinya bantuan kepentingan (conflict of
interest) karena selalu mendapat perhatian, karena conflict of interest
hanya boleh dilakukan setelah memperoleh persetujuan dan segenap
peserta sindikasi atau mayoritas dari mereka (sesuai dengan ketentuan
dalam perjanjian kredit sindikasi atau perjanjian pembagian hasil
Jjaminan.

Senada yang dikatakan Sutan Remy Syahdeini menyatakan

bahwa agen bukan mewakili penerima kredit tetapi mewakili bank-bank
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peserta sindikasi dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan
_ ac_lm_inisirasi pemakaian lq'edlt selama jangka waktunya. Kuasa yang
diberikan oleh bank-bank pese:rta kredit sindikasi kepada agel; melalui
perjanjian penunjukkan agen tidak dapat dicabut tanpa adanya
persetujuan dati agen tersebut, kecuali seluruh peserta sindikasi apakah
untuk mencantumkan “removal clause” suatn klausul kepada para
peserta sindikasi untuk menarik kembaii kuasa yang teiah diberikan
kepada agen tanpa persetujuan agen. [
 Sedikis berbeda yang diungkapkan oleh Malikamah Agung dalam
kasus Bank peserta sindikasi (Putusan Mahkamah Agung No.
25 K/N/1999) menyatakan bahwa bank peserta sindikasi telah dxlaporkau
| mengenai svatu keadaan yang memerlykan suatu tmdakan segera,
“Resiko hilangnya barang jaminan” namun bank pém peserta sindikasi
tidak mengambil suatu sikap dalam tempo 30 hari (tiga pulub) hari
 setelah pemberitahuan dari agen jaminan, selanjutnya agen jaminan
berhak mengambil léngkahftindakan pcngamanan sepanjang perlu demi
kepentingan bank para peserta sindikasi dan dalam hal tersebut segenap
- _bankpesa;tasindikasimrikatatasﬁndakanagenjamimtﬁsebut
Hubungan antara agen jaminan dengan b#nk para peserta.
- sindikasi adalah hubungan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa,
 yang membebankan berbagai kewajiban atau tanggung jawab bagi

penerima kuasa sebagaimana yang ditentukan dalam bab ke enambelas

M Op.Cit. Abdul Hakim Garuda Nusantars, Restrukturisasi dan Kepailitan dalam Eredit Sindikasi,
Lanjitan Makalah V-4 Lokakerya Terbatas HK Kepailitan dan Wawasen Houkum Bisnis, Hal. 208
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Buku III KUH Perdata, untuk membatasi tanggung jawabnya tersebut
lazimnya dalam dokumen seperti : . -
1. Keabsahan, keefelmfan, berlakunya dan dapat di lakukan péxjanjian
2. Tentang ketidak tepatan atau keabsahan dari sesuatn keterangan yang
Mpmkankepadabankpesertamndlkas; i o |
| 3. Tindakan atau tidak dilakukannya suatu tmdakan yang dilakukan oleh

agen jaminan sesuai dengan ketentuan perjanjian penunjukkan agen

jaminan, kecuali akibat dari kelalaian atau kesalahan, karena kelalaian |

besar atau kesaiahan yang disengaja “Gross neghigence or wivwful
2. Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Akibat Debitor Wanprestasi. |

Dalam hal debitor wanprestasi, kreditor pemegang hak tanggungan dulu
hipotik yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi meuiﬁuﬁyai hak wntwk
mengambil lebih dulu dari hasil eksekusi benda jaminan, dengan konsekuensinya,
bahwa kreditor pemegan hak tanggungan dengan peringkat yang lebih tingei
mempunyai kemmlgkm pelimasan yang lebih besar atas tagihannya, karena ia
mengambil lebih dahulu dari hasil eksekusi . Tentunya eksekusi obyek hak
| tanggungan ini dilakukan dengan cara penjuaian melalui pelelangan umum yang
digunakan untuk pelunasan hutang debitor kepada kreditor, dengan tetap

memperhatiksn hak mendahului (preferensi) dari pada kre&itor»kredimr lainnya

&, Parate Eksekusi Berdasarkan Pasal ¢ Undang-undang nomor 4 Tahun
005, _ _
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Berdasarkan Pasal 6 UUHT, bahwa kreditor pemegang hak tanggungan
pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggunagn atas kekuasaan
sendiri melaivi peieclangan uwmum, hasd daripeielangan fersebut kreditor
mengambil untuk pelunasan hutangnya, atau yang bisa disecbut dengan parete
eksekusi. Penjelasan Pasal UUUHT memberikan ketentuan, bahwa parate eksekusi
tersebut didasarkan pada yang diperjanjikan dalam suatu Akta Pembebanan hak
Tanﬁgﬁngan (APHT). Adanya hal perbedaan yang demikian, menurui Suian
Remy Sjahdeini, Pasal 6 UUHT menentukan bahwa parate eksekusi tidak marus
diperjanjikan terlebih dahulu, namun tetap mengakui bahwa terdapat ketidak-

. serasian antara Pasal 6 UUHT dengan penjelasan Pasal 6 UUHT. 16 |

Apabila kita perhatikan Pasal 11 ayat 2 huruf ¢ UUHT, ditentukan bahwa

dapat pula di dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) pencantuman
janji yang memberikan kekuasaan kepada pemengan hak tanggungan pertama
berhak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila
© debior cedera janji (wamprestasi) merupakan beriebihan'” Berbeda dengan
pendapat J. _Satri_q pada pasal 6 UUHT hak berlcbihan 1tu adalah hak ;mmk
 menjual dengan kekuasaan sendiri diberikan oleh undang-undang. Keweﬁangan -
untuk menjual atas kekuasaan sendiri menurut UUHT sudsh dengan sendirinya |
menjadi bagian dadhakmnggungm | o - | .
Menmurut penulis apa yang telah ditentukan oleh pasal 11 ayat 2 huruf e
UUHT adalah syarat materiil dari bentuk Akta Pembebanan Hak Tanggunagn,

akan berlaku demi hukum, yaitu berlaku dengan sendirinya karena diberikan

6 Sjahdeini, Sutan Remy, Hak Tanggungan Asas-asas, ketentuan-ketentuan Pnkak dan
Masalak MWM op.cit b, 89-90
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dengan undamg-undang. Pencantuman janji mengenai parate eksekusi dalam pasal
11 ayat 2 huruf e UUHT tidak lebih dengan maksnd agar tidak terjadi ada upaya
debitor yang dapat menggangu pelaksanaan eksekusi.Dengan demikian Penjelasan
Pasal 6 UUHT serta Pasal 11 huruf ¢ UUHT teiap terdapat ketidakserasiaan,
schingga dapat menimbulkan ketidak-tegasan mengenai parate cksekust di dalam
UUHT, seharusnya tentang parate eksekunsi secara tegas di atur ayat tersendiri

dalam Pasal 6 UUHT demi hukum tanpa harus diperjanjikan.

b. Eksckntorial Sertifikat Hak Tanggungan Berdasar Pasal 14 Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1996.

Pelaksanaan pemenuhan piutang kreditor dengan kekuatan eksekutorial
Sertifikat Hak Tanggungan diatur dalam pasal 20 ayat 1 huruf b UUHT yang
diterangkan dalam Pasal 14 UUHT mempunyai perbedsan dengan pemenuhan
piutang kreditor melalui parate eksekusi (Pasal 20 ayat 1 huruf a UUHT.
Pemenuhan piutang kreditor dengan mendasarkan pada kekuatan eksekutorial dari
Sertifikat Hak Tanggungan timbul karena akibat hukum adanya irah-irah Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga Sertifikat Hak
Tanggungan mempunyai kekuatan Eksekutorial seperti layaknya putusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuataan hukum yang tetap (inkracht van
gewijsde). Akibatnya Sertifikat Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri
setempat untuk dilakukan eksekusi (Pasal 224 HIR jo. Pasal 195 HIR). Atas

permohonan kreditor, Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan penetapan teguran
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(aanmaning) kepada debitor agar menbayar hutangnya kepada kreditor seperti
yang ditetapkan dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) vang telah
dilekatkan bersama Sertifikat Hak Tanggungan. Apabiala dalam jangka waktu
delapan hari setelah ditegur, debitor belum juga memenuhi kewajibannya,
selanjutnya atas permohonan kreditur, Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan
Penetapan sita eksekusi terhadap obyek hak tanggungan (Pasal 196 HIR). Setelah
di terbitkannya sita eksckusi, ternyata debitor belum memenuhi kewajibannya,
berdasarkan permintaan kreditor, Ketua Pengadilan menerbitkan surat Penetapan
Lelang, kemudian Pengadilan Negeri, Kantor Lelang Negara akan menetapkan
han dan tanggal lelang. Selanjutnya Kantor Lelang meminta SKPT (surat
Kigrangan Pendataann Tanah) dac Kaoior Perlasshan setempat mengenai tanah
yang akan dilelang penjuatan lelang terhadap obyek hak tanggungan, selanjutnya
hasil penjualan melalui lelang tersebut di serahkan kepada kreditor sepanjang
wntuk pelunasan hutang debitor.

Dengan demikian dapat di simpulkan dalam penjelasan Pasal 6 UUHT dan
Penjelasan Pasal 20 ayat 1 UUHT tampaknya tidak membedakan pengertian
parate eksekusi dengan eksekusi berdasarkan kekuataan eksekutorial Sertfikat
Hak Tanggungan dalam UUHT. Pengaturanya saja yang membedakan secara
sederhana tentang kedua pasal tersebut. Dalam Pasat 20 ayat ! huwruf a UUHT
tentang parate eksekusi, sedangkan Pasal 20 ayat 1 huruf b UUHT tentang
cksekusi berdasurkan kekuaiaan cksekuional Seridikai Hak tanggungan, Parate
eksekusi menjual hak tanggungan atas kekuasaan sendiri timbul olch adanya yang
diberikan oleh [Indang-undang, sedang eksekusi yang berdasarkan kekuatan
eksekutorial Serifikat Hak Tanggungnan timbul karena putusan Pengadilan yang
teiah mempunyai kekuataan hukum yang tetap sebagaimana ditentukan dalam
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Pasal 224 HIR, bersifat memaksa bagi debitor untuk dapat melunasi hutangnya

melalui eksekusi yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri.

3. Sarana Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Dalam Kredit Sindikasi Dalam

Praktek.

Sarana Eksekusi mengenai obyek Hak 'anggungan memberikan Jaminan
terhadap pemegang Hak Tanggungan apabila pemberi hak tanggungan cidera
janji (wanprestasi). Menumit Pasal 21 UUHT Pemberi Hak Tanggungan
dinyatakan Pailit , pemegangn hak tanggungan berhak berwenang melakukan
segala hak yang diperolehnya menurut UUHT. Dengan demikian, obyek hak
tanggungan tidak akan di satukan dengan haria kepathian untuk dibag kepada
kreditor-kreditor lainnya dari pemberi hak tanggungan. Sehubungan dengan
pertanyaan-pertanyaan di atas penulis dengan tegas dalam perjanjian kredir
sindikasi, segala tinndakan hukum oleh sindikasi terhadap debitur harus dan
hanya dapat dilakukan oleh agent saja , mengapa demikian? Sebagaiman telah
dikemukakan diatas peserta sindikasi bukanlan Kreditor tetapt hanya penyedia
dana (funds provider) bagi sindikasi kredit dalam rangka pemberian kredit
sindikasi kepada debitor. Antara peserta sindikasi dengan debitor tidak terdapt

hubungan hukum secara langsung

17 Sjahdeini, Sutan Remy, Joc.cit.
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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Berdasarkan perkembangan yang semakin maju dalam berbagai aspek

Tesis

serta melihat proyeksi kebutuhan dunia usaha pada masa yang akan datang
akan dapat diperkirakan bahwa Kredit Sindikasi akan semakin ramai dan
menarik seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan pembangunan di
Kota-kota besar di Indonesia, kalangan perbankan sendiri akan semakin
berpengalaman dan meningkatkan kualitas penanganan Kredit Sindikasi.
Baik sebagai Lead Manager, Agent ataupun sebagai partisipan yang
ditawarkan  pada masyarakat, yang menghasilkan pendapatan atau
keuntungan bagi Bank adalah pemberian kredit dalam melaksanakan
pemberian kredit sebagai salah satu usahanya, Bank harus selalu mematuhi
asas, fungsi, dan tujuan perbankan Indonesia. Tujuan di adakannya
perjanjian Kredit Sindikasi adalah untuk memastikan kebenaran yang
meliputi seluruh dokumen informasi kredit dan kesempurnaan pengikatan
kredit dan jaminan termasuk kelengkapan atas dokumen-dokumen kredit
berdasarkan hukum.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan Bank telah
menerima Hipotik ataw credietverband sebagai agunan kredit perlu
melakukan penyesuaian untuk mengubah Hipotik tersebut menjadi Hak

Tanggungan menurut ketentuan pelaksanaannya menjadi Hak
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Tanggungan, namun apabila Hipotik atau credierverband itu karena
sesuaty hal berakhir dan Bank masih memerlukan Hipotik, maka Bank
yang harus menempuh pembebanan Hak Tanggungan menurut Undang-
Undang Hak Tanggungan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaanya. Kredit
Sindikasi saat ini seringkali di lakukan oleh kalangan perbankan, baik
Bank Swasta atau Bank milik Pemerintah maupun antar Bank-Bank Asing
yvang mempunyai perwakilan di Indonesia. Pemberian Kredit Sindikasi
dilakukan secara gabungan antara Bank Swasta dengan Bank Pemerintah
atau Bank Swasta dan Bank Asing. Penulis dengan ini menyimpulkan
dilakukan kredit sindikasi karena untuk mengetahui dari beberapa sudut
pandang selaku borrower, Arranger, nasional dalam pemberian kredit
sindikasi yang jaminannya berupa tanggungan. Hak Tanggungan bersifat
accesoir pada suatu piutang yang di jamin, maka kelahiran, peralihan,
eksekusi dan harusnya Hak Tanggungan ditentukan oleh adanya peralihan,
dan harusnya piutang yang di jamin pengaturan prosedur pembebanan Hak
Tanggungan khususnya untuk memenuhi asas spesialis dan publisitas,
serta untuk kemudahan dan kepastian pelaksanaanya eksekusi obyek hak
tanggungan. Pasal 29 Undang-Undang Hak Tanggungan mencabut
ketentuan credit verband sebagaimana tersebut dalam Staatsblad 1908-542
jo Staatsblad 1909-586 dan Staatsblad 1909-584 sebagaimana yang telah
diubah dengan Staatsblad 1937-190 jo Staatsblad 1937-191 mengenai
pembebanan Hak Tanggungan yang disalurkan melalui pemberian kredit

dalam dunia bisnis khususnya perbankan yang ingin memberikan peluang
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terhadap Bank-Bank lain untuk ikut serta menjadi peserta sindikasi.
Demikianlah penulis memberikan suatu penjelasan tentang Kredit

Sindikasi, semoga bermanfaat bagi pembaca atau khalayak.

2. Saran

a. Bahwa mengenai eksekusi obyek Hak Tanggungan tersebut mengenai
pengaturan eksekusi eksekutorial dengan parate eksekusi dalam praktik
scbaiknya diatur dalam ketentuan pasal tersendiri.

b. Dalam pemberian kredit Bank, dimana Bank selaku Lead Manager harus
lebih mudah, dan profesional serta aman bagi Lead Manager serta
bermanfaat bagi debitur untuk proyek ke masa akan mendatang. Sekian
sckiranya penulis dalam memberikan saran semoga bermanfaat bagi
beberapa pembaca dan khalayak, terima kasih.
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